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I. UMUM 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan 

mengamanatkan pembentukan Peraturan Pemerintah yang mengatur 

mengenai Sistem Informasi Perdagangan. Sistem Informasi Perdagangan 

merupakan tatanan, prosedur, dan mekanisme untuk pengumpulan, 

pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data 

dan/atau informasi perdagangan yang terintegrasi guna mendukung 

kebijakan dan pengendalian perdagangan. 

Pemanfaatan sistem informasi dalam lingkup perdagangan terkait 

erat dengan aspek kebijakan, pengendalian, efisiensi dan pelayanan 

publik. Sistem informasi sangat diperlukan, karena untuk dapat 

mengambil atau melaksanakan suatu keputusan, membutuhkan 

ketersediaan Data Perdagangan dan/atau Informasi Perdagangan yang 

mutakhir, akurat, dan cepat diperoleh. 

Tersebarnya data di bidang perdagangan dan belum terintegrasinya 

data dan/atau informasi antar kementerian, lembaga pemerintah 

nonkementerian, Pemerintah Daerah, dan instansi/lembaga terkait, 

menunjukkan adanya masalah dalam sistem informasi perdagangan. 

Penyebab dari permasalahan tersebut ialah belum adanya aturan tata 

kelola data yang terintegrasi dalam bidang perdagangan. Dampak negatif 

yang utama dari permasalahan itu ialah tidak optimalnya Pemerintah 

Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kebijakan 
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dan/atau pengendalian di bidang perdagangan. 

Oleh karena itu, Sistem Informasi Perdagangan kelak akan berfungsi 

untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Pemerintah Pusat 

dan Pemerintah Daerah. Dukungan tersebut paling sedikit meliputi 3 

(tiga) hal, yaitu:  

a. menyediakan data dan/atau informasi perdagangan yang akurat dan 

aktual; 

b. menyebarluaskan data dan/atau informasi tentang kebijakan dan 

pengendalian perdagangan secara cepat dan otentik; 

c. meningkatkan kualitas pelayanan publik dari Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah terkait dengan tugas dan wewenangnya di bidang 

perdagangan, 

melalui pengoperasian sarana dan prosedur elektronik yang 

memudahkan, mempercepat, dan mengintegrasikan Sistem Informasi 

Perdagangan antarkementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, 

dan instansi/lembaga terkait dengan masyarakat. Ketiga hal itulah yang 

merupakan substansi utama dalam Peraturan Pemerintah mengenai 

Sistem Informasi Perdagangan. 

 

II. PASAL DEMI PASAL  

 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

 

Pasal 3 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2)  

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah keterbukaan 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam 

memberikan informasi dalam menyelenggarakan Sistem 

Informasi Perdagangan. 
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